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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 53 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 125 TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENGERUKAN DAN REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

—

bahwa untuk melakukan penyesuaian pengaturan
terhadap kegiatan pekerjaan pengerukan dan reklamasi
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018

tentang Pengerukan dan Reklamasi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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Menetapkan:

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 664 3);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun
2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 125 TAHUN 2018 TENTANG PENGERUKAN DAN
REKLAMASI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan
Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1740), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk
dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan
lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil
material dasar perairan yang dipergunakan untuk
keperluan tertentu.

2. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan
atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau
kontur kedalaman perairan.

3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin,
tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau
ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta
alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.

4. Kapal Keruk adalah Kapal yang dilengkapi dengan
alat bantu, yang khusus digunakan untuk
melakukan  pekerjaan  Pengerukan = dan/atau
Reklamasi.

5. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping
Area) adalah lokasi yang digunakan untuk tempat
penimbunan pembuangan hasil pekerjaan
Pengerukan.

6. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi
kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran
lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat
Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau
bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan
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10.

11.

12.

13.

penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam
negeri dan internasional, alih muat angkutan laut
dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar,
dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan
dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang
fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri
dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan  penyeberangan dengan = jangkauan
pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang
fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri
dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi
Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan
sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau
barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat
digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau
angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau
di sungai.

Syahbandar adalah  pejabat pemerintah di
Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki
kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor
Kesyahbandaran Utama atau Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan
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Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah
perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal
khusus yang dipergunakan secara langsung untuk
kegiatan Pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah
perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja
perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk
menjamin keselamatan pelayaran.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum
Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.

Pelaksana  Kegiatan adalah  Badan Usaha
Pengerukan dan Reklamasi.

Pemilik Kegiatan adalah Penyelenggara Pelabuhan,
Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri, pengelola Terminal Khusus,
badan usaha pemegang Izin pertambangan, dan
instansi Pemerintah.

Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi adalah
badan wusaha yang khusus didirikan di bidang
Pengerukan dan Reklamasi.

Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau
tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu
dan naik turun penumpang, dan/atau tempat
bongkar muat barang.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di
luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang

merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk
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